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Peminangan (khitbah) dan kafa’ah merupakan dua konsep penting dalam 
tahap pra-nikah yang berfungsi sebagai fondasi keutuhan rumah tangga 
dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik 
peminangan dan pemaknaan kafa’ah dalam adat Melayu melalui 
perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui 
studi lapangan terkait praktik peminangan (merisik) dalam masyarakat 
adat Melayu serta studi kepustakaan terhadap literatur fikih dan maqāṣid. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminangan dalam adat Melayu 
berfungsi sebagai mekanisme preventif yang menilai kesiapan moral, 
sosial, dan psikologis calon pasangan. Konsep kafa’ah dipahami secara 
fungsional sebagai kesepadanan nilai, akhlak, dan tanggung jawab, bukan 
sebagai instrumen eksklusivitas sosial. Dalam perspektif Maqāṣid al-
Syarī‘ah, praktik tersebut sejalan dengan tujuan menjaga agama, jiwa, 
kehormatan, dan keturunan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi 
hukum Islam dan adat Melayu melalui pendekatan maqāṣid mampu 
memperkuat keutuhan rumah tangga serta menunjukkan relevansi 
kearifan lokal dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang 
kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. 
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Engagement (khitbah) and kafā’ah are two essential pre-marital concepts 
that serve as the foundation for marital stability in Islam. This study aims 
to analyze the practice of engagement and the understanding of kafā’ah 
within Malay customary law from the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah. 
This research employs a qualitative approach with a socio-juridical 
research design. Data were collected through field studies on the merisik 
practice in the Malay indigenous community and library research on 
classical and contemporary Islamic legal literature. The findings reveal 
that engagement in Malay customary practice functions as a preventive 
mechanism to assess the moral, social, and psychological readiness of 
prospective spouses. The concept of kafā’ah is understood functionally as 
compatibility in values, character, and responsibility rather than as an 
instrument of social exclusivity. From the perspective of Maqāṣid al-
Sharī‘ah, these practices align with the objectives of protecting religion, life, 
honor, and lineage. This study affirms that the integration of Islamic law 
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Pendahuluan 

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai mekanisme 

pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan (Haneef & Abdul 

Razak, 2017). Al-Qur’an menegaskan bahwa pernikahan adalah mitsāqan ghalīẓan, 

yakni perjanjian yang kokoh dan bermakna moral-spiritual tinggi (Habibi, 2022). 

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap tahapan pra-nikah 

sebagai fondasi awal terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Dua konsep penting dalam tahap pra-nikah yang kerap menjadi perhatian 

ulama dan praktisi hukum keluarga Islam adalah peminangan (khitbah) dan kafa’ah 

(kesepadanan pasangan) (Siregar & Mardia, 2022). 

Dalam literatur fikih klasik, peminangan dipahami sebagai proses awal yang 

bertujuan untuk menilai kesiapan dan kecocokan calon pasangan sebelum akad nikah 

dilangsungkan. Sementara itu, konsep kafa’ah berkembang sebagai prinsip 

kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, 

akhlak, nasab, profesi, dan kemampuan ekonomi. Meskipun mayoritas ulama sepakat 

bahwa kafa’ah bukan merupakan syarat sah perkawinan, perbedaan pendapat 

muncul terkait sejauh mana kafa’ah harus dijadikan pertimbangan normatif dalam 

praktik pernikahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kafa’ah tidak sekadar 

persoalan hukum formal, tetapi berkaitan erat dengan tujuan menjaga stabilitas dan 

keutuhan rumah tangga (Affan, 2021). 

Dalam konteks kontemporer, diskursus mengenai peminangan dan kafa’ah 

mengalami dinamika yang signifikan. Sebagian kalangan memandang konsep kafa’ah 

sebagai produk fikih klasik yang dianggap kurang relevan dengan realitas sosial 

modern dan berpotensi melanggengkan diskriminasi sosial. Sebaliknya, pandangan 

lain menilai bahwa pengabaian prinsip kafa’ah justru berkontribusi terhadap 

ketidakseimbangan relasi suami-istri, meningkatnya konflik rumah tangga, serta 

tingginya angka perceraian. Perdebatan ini menegaskan adanya ketegangan antara 

pendekatan normatif-fikih dan realitas sosial yang terus berubah. 

Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah menawarkan kerangka analitis yang lebih 

substantif dalam membaca ulang konsep peminangan dan kafa’ah. Dalam perspektif 
ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai kumpulan aturan kaku, melainkan sebagai 

instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. 

Peminangan dapat dipahami sebagai mekanisme preventif untuk menjaga 

kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), memastikan kesiapan psikologis dan sosial calon pasangan, 

serta menghindari risiko konflik pasca-pernikahan. Demikian pula, kafa’ah dapat 

and Malay customary practices through a maqāṣid-based approach 
contributes significantly to marital cohesion and highlights the importance 
of local wisdom in developing a contextual and welfare-oriented Islamic 
family law. 
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diposisikan sebagai sarana untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan 
harta (ḥifẓ al-māl), bukan sebagai alat eksklusivitas social (Alimuddin, 2019). 

Dalam konteks Indonesia, praktik peminangan dan pemahaman tentang kafa’ah 

tidak hanya dibentuk oleh norma fikih, tetapi juga oleh adat dan budaya lokal. Pada 

masyarakat Melayu, misalnya, peminangan—yang dikenal melalui tahapan merisik—

merupakan proses selektif yang sarat nilai etika, kehati-hatian, dan musyawarah 

keluarga. Praktik ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai adat dan tujuan 

syariat Islam dalam menjaga kehormatan keluarga serta mencegah konflik rumah 

tangga sejak tahap pra-nikah. 

Meskipun demikian, kajian akademik tentang peminangan dan kafa’ah dalam 

perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah masih menunjukkan kecenderungan tertentu. 

Sejumlah penelitian lebih banyak memfokuskan perhatian pada persoalan pasca-

pernikahan atau wilayah yudisial. Penelitian Suvi Utami et al., (2025), misalnya, 
mengkaji dispensasi perkawinan melalui analisis putusan hakim dengan pendekatan 

maqāṣid. Kajian ini menegaskan pentingnya maqāṣid sebagai alat evaluatif hukum, 

tetapi belum menyentuh dimensi preventif pada tahap pra-nikah. 

Penelitian Tata Cahwiyadi et al., (2025) membahas relevansi konsep kafa’ah 

dalam perspektif Jasser Auda dengan menekankan prinsip keseimbangan dan 

keadilan sosial. Studi ini memperkaya pemahaman teoritis tentang kafa’ah dalam 

kerangka maqāṣid, namun masih menempatkan kafa’ah sebagai konsep normatif 

tanpa mengaitkannya secara langsung dengan proses peminangan maupun konteks 

adat lokal. Demikian pula, penelitian Hasbi et al., (2021) tentang kafa’ah di kalangan 

Syarif dan Syarifah lebih menyoroti aspek identitas sosial dan belum menggunakan 

pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah secara sistematis. Kajian lain, seperti Bahiyah Ahmad 
(2019) tentang jaminan nafkah istri, serta sejumlah penelitian maqāṣid terkait 

perceraian, waris, dan pencatatan perkawinan, menunjukkan bahwa pendekatan 

Maqāṣid al-Syarī‘ah lebih sering digunakan untuk menilai kebijakan hukum dan 

persoalan pasca-pernikahan. Sementara itu, kajian Fathurrahman Djamil (2017) 

tentang hukum Islam progresif berbasis kearifan lokal memberikan landasan 

konseptual yang penting, tetapi belum diaplikasikan secara spesifik pada institusi 

peminangan dalam praktik adat Melayu. 

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat ditegaskan bahwa belum terdapat 

penelitian yang secara khusus mengkaji peminangan (khitbah) sebagai instrumen 

preventif keutuhan rumah tangga dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dengan basis 

praktik adat Melayu. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada konsep 

kafa’ah secara parsial, putusan pengadilan, atau persoalan pasca-pernikahan, 

sehingga peran strategis peminangan sebagai ruang awal negosiasi nilai, 

kesepadanan, dan kehati-hatian belum mendapatkan perhatian akademik yang 

memadai. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peminangan dan 

kafa’ah dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dengan menempatkan adat Melayu 

sebagai konteks empirik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada 
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kemaslahatan, sekaligus kontribusi praktis dalam memperkuat relevansi adat lokal 

sebagai bagian integral dari tujuan-tujuan syariat. 

 
Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

yuridis-sosiologis (Perangin-Angin & Dewi, 2020; Sy, 2020). Pendekatan ini dipilih 

untuk memahami konsep peminangan dan kafa’ah tidak hanya sebagai norma hukum 

Islam yang bersifat doktrinal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam 

masyarakat. Analisis dilakukan dengan menempatkan Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai 

kerangka teoritik utama untuk menilai fungsi peminangan dan kafa’ah dalam 

menjaga keutuhan rumah tangga, serta untuk menguji kesesuaiannya dengan tujuan-

tujuan syariat. 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui studi lapangan pada masyarakat adat Melayu, khususnya terkait 
praktik peminangan (merisik), dengan teknik wawancara mendalam dan observasi 

terhadap aktor-aktor adat serta tokoh agama (Susilo, 2017). Sementara itu, data 

sekunder berasal dari literatur fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-

undangan terkait perkawinan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

tema Maqāṣid al-Syarī‘ah, peminangan, dan kafa’ah. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data dianalisis secara integratif 

dengan mengaitkan temuan empiris praktik adat Melayu dengan prinsip-prinsip 

Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, kehormatan, dan 

keturunan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan 

pemahaman yang komprehensif mengenai peminangan sebagai instrumen preventif 

dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan adat 

Melayu. 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Peminangan sebagai Mekanisme Preventif  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminangan dalam masyarakat 

adat Melayu tidak dipahami sekadar sebagai tahapan administratif menuju 

perkawinan, melainkan sebagai mekanisme preventif yang dirancang secara sosial 

dan kultural untuk menyaring kesiapan serta kesepadanan calon pasangan. Praktik 

merisik merupakan tahap awal yang dilakukan secara informal namun sistematis, di 
mana keluarga calon mempelai—melalui perantara tokoh keluarga atau kerabat yang 

dipercaya—melakukan penelusuran latar belakang calon pasangan secara mendalam 

dan beretika. Penelusuran ini tidak dilakukan secara terbuka atau konfrontatif, 

melainkan melalui jaringan sosial yang telah terbangun dalam komunitas, sehingga 

menjaga kehormatan kedua belah pihak dan menghindari potensi konflik sosial. 

Dalam praktik merisik, aspek yang menjadi perhatian utama mencakup kualitas 

moral dan keagamaan calon pasangan, rekam jejak relasi sosial di lingkungan 
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masyarakat, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Kesiapan 
ekonomi juga menjadi pertimbangan, bukan dalam kerangka status atau kekayaan, 

melainkan pada aspek kecukupan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 

rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa merisik berfungsi sebagai instrumen 

penilaian integratif yang menggabungkan dimensi etika, sosial, dan pragmatis secara 

seimbang. 

Proses merisik dilaksanakan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan 

orang tua, kerabat dekat, dan dalam beberapa kasus tokoh adat atau tokoh agama. 

Keterlibatan kolektif ini menjadikan keputusan peminangan tidak bersifat 

individualistik, melainkan sebagai hasil pertimbangan bersama yang bertanggung 

jawab secara sosial dan moral. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai institusi 

pengontrol sosial yang memastikan bahwa keputusan perkawinan tidak hanya 

didasarkan pada ketertarikan emosional, tetapi juga pada kesiapan struktural dan 
keberlanjutan kehidupan rumah tangga. 

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa merisik berfungsi sebagai ruang 

negosiasi nilai dan ekspektasi antara dua keluarga sebelum memasuki ikatan 

perkawinan yang bersifat permanen. Dengan demikian, peminangan dalam adat 

Melayu tidak hanya menjadi pintu masuk menuju akad nikah, tetapi juga menjadi 

mekanisme mitigasi risiko yang bertujuan mencegah ketidakseimbangan relasi, 

konflik rumah tangga, dan potensi kegagalan perkawinan di kemudian hari. 

Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, praktik peminangan dalam adat Melayu 

sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) dan 

keturunan (ḥifẓ al-nasl). Peminangan yang dilakukan secara terstruktur, berhati-hati, 

dan berbasis musyawarah keluarga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk 
melindungi individu dan keluarga dari potensi mudarat yang dapat muncul akibat 

perkawinan yang tidak dipersiapkan secara matang (Prihantoro, 2017a). Dalam 

kerangka maqāṣid, tahapan pra-nikah ini dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan 

kemaslahatan sebelum akad, bukan sekadar sebagai pelengkap prosedural. 

Lebih jauh, praktik merisik dapat dianalisis melalui konsep ‘urf dalam hukum 

Islam, yakni kebiasaan masyarakat yang diakui sebagai sumber pertimbangan hukum 

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, merisik 

berfungsi sebagai ‘urf ṣaḥīḥ karena mengandung nilai kehati-hatian, penghormatan 

terhadap martabat individu, serta perlindungan sosial terhadap keluarga. Integrasi 

antara ‘urf dan Maqāṣid al-Syarī‘ah menunjukkan bahwa adat Melayu tidak hanya 

kompatibel dengan hukum Islam, tetapi juga berperan aktif dalam merealisasikan 

tujuan-tujuan syariat secara kontekstual (Wagianto, 2022). 

Dari sudut pandang teori kontrol sosial (Social Control Theory), praktik 

peminangan dalam adat Melayu mencerminkan peran keluarga dan komunitas 

sebagai mekanisme pengendalian sosial informal (Turner, 2013). Keterlibatan 

keluarga besar dan jaringan sosial dalam proses merisik berfungsi untuk 

menginternalisasi norma, nilai, dan tanggung jawab sosial kepada calon pasangan. 

Dengan demikian, peminangan tidak hanya meminimalisir risiko penipuan identitas 

dan ketidaksiapan psikologis, tetapi juga membentuk komitmen moral sejak tahap 
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pra-nikah. Hal ini menegaskan bahwa peminangan berfungsi sebagai instrumen 

perlindungan dini (preventive protection) yang menjaga stabilitas relasi perkawinan 

dan keberlanjutan tatanan sosial, bukan sekadar formalitas pra-akad. 
 

Kafa’ah sebagai Prinsip Kemaslahatan, Bukan Alat Eksklusivitas 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa’ah dalam praktik adat 

Melayu tidak dimaknai secara kaku sebagaimana dalam sebagian literatur fikih klasik 

yang menekankan kesetaraan nasab, status sosial, atau stratifikasi keturunan. Dalam 

adat Melayu, kafa’ah dipahami secara kontekstual dan fungsional, yaitu sebagai 

kesepadanan nilai, tanggung jawab, serta kesiapan menjalani kehidupan rumah 

tangga secara berkelanjutan. Kesepadanan tersebut tidak diukur melalui simbol-

simbol status sosial, melainkan melalui kemampuan calon pasangan untuk 

menjalankan peran dan kewajiban keluarga sesuai dengan norma agama dan adat. 

Dalam praktiknya, penilaian terhadap kafa’ah dilakukan sejak tahap merisik 
hingga proses peminangan formal, melalui pengamatan dan penelusuran terhadap 

kualitas keagamaan dan akhlak calon pasangan. Aspek agama menjadi indikator 

utama kafa’ah, yang tercermin dalam konsistensi menjalankan ibadah, etika 

pergaulan, serta sikap tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan sosial. 

Akhlak diposisikan sebagai fondasi kesepadanan, karena diyakini menjadi penentu 

utama keharmonisan relasi suami-istri dan stabilitas rumah tangga dalam jangka 

panjang. 

Faktor ekonomi dan sosial dalam praktik adat Melayu tidak dipahami sebagai 

ukuran prestise atau kelas sosial, melainkan sebagai indikator kesiapan dan 

kecukupan. Kemampuan ekonomi dinilai dari kesanggupan calon pasangan 

memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga secara wajar, bukan pada tingkat 

kekayaan atau kepemilikan harta. Sementara itu, latar belakang sosial 

dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kemampuan beradaptasi, menjaga 

hubungan kekerabatan, serta memelihara harmoni sosial antara dua keluarga besar. 

Dengan demikian, kafa’ah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan 

peran dan mencegah ketimpangan relasi dalam rumah tangga. 

Praktik kafa’ah dalam adat Melayu juga menunjukkan adanya peran aktif 

keluarga dan komunitas sebagai penjaga nilai-nilai kesepadanan. Penilaian terhadap 

calon pasangan tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui musyawarah 

keluarga yang mempertimbangkan dampak sosial dari sebuah perkawinan (Affan, 

2021; Siregar & Mardia, 2022). Dalam konteks ini, kafa’ah berfungsi sebagai 

mekanisme sosial untuk mencegah konflik laten yang berpotensi muncul akibat 
perbedaan nilai, tanggung jawab, dan ekspektasi dalam kehidupan rumah tangga. 

Dengan pendekatan demikian, konsep kafa’ah dalam adat Melayu tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, melainkan justru 

merealisasikannya secara kontekstual. Kafa’ah berfungsi untuk menjaga agama (ḥifẓ 

al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), serta memastikan 

keberlanjutan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Temuan ini menegaskan bahwa praktik 

kafa’ah dalam adat Melayu bukan bentuk eksklusivitas sosial, tetapi instrumen 
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kemaslahatan yang berorientasi pada keutuhan dan keberlanjutan rumah tangga 
(A’yun & Hidayatullah, 2023). 

Pemaknaan kafa’ah dalam praktik adat Melayu tersebut sejalan dengan teori 

Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya dalam upaya menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan jiwa 

(ḥifẓ al-nafs). Kafa’ah tidak diposisikan sebagai standar formal yang kaku, melainkan 

sebagai mekanisme fungsional untuk memastikan kesiapan moral, psikologis, dan 

sosial calon pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil. 

Dengan pendekatan ini, kafa’ah berorientasi pada pencegahan mudarat dan realisasi 

kemaslahatan jangka panjang, bukan pada pelestarian hierarki social (Safriadi, 2018). 

Dalam kerangka maqāṣid kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser 

Auda, hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan sistem (systems approach), 

yang menekankan enam dimensi utama, antara lain keterbukaan (openness), 

multidimensionalitas, dan orientasi tujuan (purposefulness). Pendekatan ini menuntut 
agar konsep-konsep hukum, termasuk kafa’ah, dibaca secara kontekstual dan dinamis 

sesuai dengan realitas sosial yang melingkupinya (Prihantoro, 2017b). Dalam konteks 

adat Melayu, pemaknaan kafa’ah yang berbasis nilai, tanggung jawab, dan kesiapan 

hidup berkeluarga mencerminkan prinsip purpose-oriented law, yakni hukum yang 

berfungsi untuk menjaga keseimbangan relasi dan keberlanjutan institusi keluarga, 

bukan sekadar mereproduksi norma tekstual. 

Dari perspektif antropologi hukum, praktik kafa’ah dalam adat Melayu dapat 

dipahami sebagai living law, yakni hukum yang hidup dan beroperasi dalam 

kesadaran serta praktik sosial masyarakat. Para antropolog hukum menegaskan 

bahwa hukum tidak hanya hadir dalam bentuk teks normatif, tetapi juga dalam 

praktik sosial yang mengatur relasi dan menyelesaikan potensi konflik (Hakim, 
2020). Dalam hal ini, kafa’ah berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk mengatur 

kesepadanan pasangan dan mencegah disharmoni sosial antara dua keluarga besar. 

Sementara itu, dalam kajian sosiologi keluarga, kesepadanan nilai dan peran 

dalam perkawinan dipahami sebagai faktor utama terciptanya stabilitas rumah 

tangga. Teori peran (role theory) dan teori pertukaran sosial (social exchange theory) 

menjelaskan bahwa ketimpangan peran, ekspektasi, dan sumber daya sering kali 

menjadi sumber konflik dalam relasi suami-istri. Praktik kafa’ah dalam adat Melayu, 

yang menekankan kesesuaian nilai dan tanggung jawab, berfungsi sebagai 

mekanisme sosial untuk menyelaraskan ekspektasi peran sejak tahap pra-nikah. 

Dengan demikian, integrasi antara teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Jasser Auda, 

antropologi hukum, dan sosiologi keluarga menunjukkan bahwa kafa’ah dalam adat 

Melayu tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif. Sebaliknya, ia merupakan 

instrumen sosial-religius yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi, mencegah 

dominasi, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini 

menegaskan bahwa pendekatan maqāṣid yang kontekstual dan sistemik mampu 

menjembatani norma hukum Islam dengan realitas sosial-budaya masyarakat. 
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Integrasi Hukum Islam dan Adat Melayu dalam Kerangka Maqāṣid 

Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara hukum Islam 

dan adat Melayu dalam praktik peminangan, baik pada tataran nilai maupun fungsi 
sosialnya. Adat Melayu tidak hanya bersifat kompatibel dengan prinsip-prinsip 

syariat, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat realisasi tujuan-tujuan Maqāṣid 

al-Syarī‘ah melalui pendekatan sosial-budaya yang kontekstual. Prinsip kehati-hatian, 

musyawarah, dan keterlibatan keluarga besar dalam proses peminangan 

mencerminkan upaya kolektif masyarakat dalam menjaga kemaslahatan serta 

mencegah potensi mafsadat yang dapat muncul akibat perkawinan yang tidak 

dipersiapkan secara matang. 

Dalam perspektif hukum Islam, praktik peminangan berbasis adat Melayu dapat 

dipahami sebagai bentuk konkret penerapan nilai sadd al-dharā’i‘, yakni menutup 

jalan menuju kemudaratan sebelum terjadi. Melalui tahapan peminangan yang 

terstruktur dan melibatkan kontrol sosial keluarga serta komunitas, potensi konflik, 
ketidakseimbangan relasi, dan kegagalan rumah tangga dapat diminimalisir sejak 

tahap pra-nikah. Dengan demikian, adat Melayu berfungsi sebagai instrumen 

preventif yang sejalan dengan orientasi perlindungan dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah. 

Lebih lanjut, keterlibatan keluarga besar dalam peminangan mencerminkan 

paradigma kolektivitas yang khas dalam masyarakat Melayu, di mana perkawinan 

dipahami bukan semata hubungan individual, tetapi ikatan sosial antara dua keluarga 

besar (Khairuddin, 2020; Purnama, 2021). Pola ini memperkuat prinsip musyawarah 

sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta 

memperluas ruang akuntabilitas sosial atas keputusan perkawinan. Dalam kerangka 

maqāṣid, pendekatan ini berkontribusi pada perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), 

keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan stabilitas jiwa (ḥifẓ al-nafs). 

Dengan demikian, praktik peminangan dalam adat Melayu menunjukkan bahwa 

integrasi antara hukum Islam dan adat lokal tidak bersifat antagonistik, melainkan 

komplementer. Adat berfungsi sebagai medium kontekstualisasi nilai-nilai syariat, 

sementara syariat memberikan kerangka normatif dan tujuan etik bagi praktik adat. 

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan sosio-kultural yang berlandaskan 

Maqāṣid al-Syarī‘ah mampu memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan 

masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya local (Kristina, 2023; 

Nasution, 2024). 

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa adat (‘urf) dapat dijadikan sumber 

pertimbangan hukum dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

dasar syariat. Dalam kerangka usul fikih klasik, al-Shāṭibī menegaskan bahwa tujuan 
utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga hukum harus 

senantiasa mempertimbangkan realitas sosial tempat ia diterapkan. Dalam konteks 

ini, ‘urf ṣaḥīḥ dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum 

Islam tetap relevan dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. 

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn ‘Āshūr yang menekankan bahwa 

Maqāṣid al-Syarī‘ah berorientasi pada perlindungan tatanan sosial dan keberlanjutan 

kehidupan manusia. Menurutnya, adat dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi 



300 
KUTUBKHANAH 

Volume 25, Nomor 2, Juli-Desember, 2025 

 

 

Fitriani Asri, Jumni Nelli: Peminangan dan Kafa’ah dalam Perspektif Maqashid Syariah…. 

bagian dari realisasi maqāṣid selama mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan 
tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar agama (Ghazali, 2018; Safriadi, 2016). Praktik 

peminangan dalam adat Melayu menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat berfungsi 

sebagai mekanisme sosial yang menjaga kehormatan, stabilitas keluarga, dan 

keharmonisan relasi antarindividu. 

Dalam kerangka maqāṣid kontemporer, Jasser Auda mengembangkan 

pendekatan sistem (systems approach) yang menekankan keterbukaan, 

multidimensionalitas, dan orientasi tujuan dalam memahami hukum Islam. 

Pendekatan ini menolak pembacaan hukum yang tekstualistik dan terfragmentasi, 

serta mendorong integrasi antara norma syariat dan konteks sosial-budaya (Azhar, 

2022; Ni’ami & Bustamin, 2021; Tata Cahwiyadi et al., 2025). Dengan perspektif ini, 

adat Melayu dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang berkontribusi 

langsung pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, bukan sebagai praktik budaya yang 
berada di luar hukum Islam. 

Sejalan dengan itu, Fathurrahman Djamil menegaskan pentingnya 

pengembangan hukum Islam progresif yang berbasis kearifan lokal, terutama dalam 

konteks masyarakat Indonesia yang plural dan berakar kuat pada adat. Menurutnya, 

adat tidak seharusnya diposisikan sebagai ancaman bagi syariat, melainkan sebagai 

mitra strategis dalam proses kontekstualisasi hukum Islam. Temuan penelitian ini 

mengonfirmasi pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa adat Melayu 

berfungsi sebagai medium aktualisasi nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam praktik 

peminangan, sehingga hukum Islam dapat diwujudkan secara konkret, kontekstual, 

dan berorientasi pada kemaslahatan. 

 
Implikasi Maqāṣid terhadap Keutuhan Rumah Tangga 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peminangan dan 

kafa’ah dalam praktik adat Melayu berkontribusi signifikan terhadap terjaganya 

keutuhan rumah tangga. Melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah, peminangan tidak 

dipahami semata-mata sebagai tahapan awal menuju akad nikah, tetapi sebagai ruang 

evaluasi komprehensif yang mencakup dimensi moral, sosial, dan psikologis calon 

pasangan. Proses ini memungkinkan adanya penilaian kesiapan dan kesepadanan 

secara lebih matang, sehingga keputusan perkawinan tidak didasarkan pada 

pertimbangan emosional semata, melainkan pada kesadaran tanggung jawab jangka 

panjang. 

Lebih jauh, integrasi antara peminangan dan prinsip kafa’ah dalam adat Melayu 

berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk meminimalisir potensi ketidak-

seimbangan relasi suami-istri. Dengan menekankan kesesuaian nilai, akhlak, dan 

tanggung jawab, praktik ini mendorong terbentuknya relasi rumah tangga yang lebih 

setara, komunikatif, dan saling menghormati. Dalam kerangka maqāṣid, kondisi 

tersebut berkontribusi pada perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), 

kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang menjadi fondasi 

keberlanjutan institusi keluarga. 



301 
KUTUBKHANAH 

Volume 25, Nomor 2, Juli-Desember, 2025 

 

 

Fitriani Asri, Jumni Nelli: Peminangan dan Kafa’ah dalam Perspektif Maqashid Syariah …. 

Dengan demikian, peminangan dan kafa’ah dalam adat Melayu dapat 

diposisikan sebagai instrumen strategis yang berorientasi pada kemaslahatan jangka 

panjang. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tahapan pra-nikah melalui 
pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah dan kearifan lokal bukan hanya relevan secara 

normatif, tetapi juga efektif secara sosial dalam merespons tantangan keutuhan 

rumah tangga Muslim di era kontemporer. 

Dengan demikian, peminangan dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dapat 

dipahami sebagai instrumen strategis yang berfungsi menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), 

jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) secara 

simultan dan berkelanjutan. Peminangan tidak lagi diposisikan sebagai prosedur 

formal pra-akad, melainkan sebagai mekanisme preventif dan evaluatif yang 

memungkinkan internalisasi nilai-nilai etik, tanggung jawab, dan kesiapan sosial 

calon pasangan sebelum memasuki ikatan perkawinan yang bersifat permanen. 

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tahapan pra-nikah melalui 
pendekatan maqāṣid yang kontekstual, serta integrasi dengan adat lokal seperti 

praktik peminangan dalam adat Melayu, merupakan langkah strategis dalam 

merespons tantangan keutuhan rumah tangga Muslim di era kontemporer. 

Pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara sosial 

karena mampu menjembatani nilai-nilai universal syariat dengan realitas budaya 

masyarakat. Dengan demikian, peminangan berbasis maqāṣid dan kearifan lokal 

dapat menjadi model alternatif penguatan hukum keluarga Islam yang berorientasi 

pada kemaslahatan dan keberlanjutan institusi keluarga. 

 

Simpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa peminangan (khitbah) dan kafa’ah dalam 

praktik adat Melayu memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan rumah tangga 

Muslim. Peminangan tidak dipahami sekadar sebagai prosedur pra-akad, melainkan 

sebagai mekanisme preventif yang berfungsi menilai kesiapan moral, sosial, dan 

psikologis calon pasangan. Melalui praktik merisik, masyarakat adat Melayu 

menginternalisasikan nilai kehati-hatian, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif 

sebagai fondasi awal perkawinan. 

Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, praktik peminangan dan pemaknaan 

kafa’ah tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), 

jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Kafa’ah 

dipahami secara fungsional sebagai kesepadanan nilai, akhlak, dan tanggung jawab, 

bukan sebagai alat eksklusivitas sosial. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman 
maqāṣid yang sistemik dan kontekstual sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. 

Penelitian ini juga menegaskan bahwa adat Melayu sebagai ‘urf ṣaḥīḥ berfungsi 

sebagai medium kontekstualisasi hukum Islam, sehingga nilai-nilai universal syariat 

dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Integrasi antara 

hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah, dan kearifan lokal menunjukkan bahwa adat dan 

syariat bersifat komplementer, bukan antagonistik. Dengan demikian, penguatan 
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tahapan pra-nikah berbasis maqāṣid dan adat lokal merupakan langkah strategis 
dalam merespons tantangan keutuhan rumah tangga Muslim di era kontemporer. 
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